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ABSTRAK 
Nama penyusun    :  NASRUDDIN 
NIM           :  30600110034 
Jurusan         :  Ilmu Politik 
Judul Skripsi    : Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan 
Pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan 
Pattallassang 
 
Skripsi ini membahas tentang kebijakan publik dalam tahapan pada 
Implementasi kebijakan yaitu Respon Masyarakat Terhadap Implementasi 
Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang 
terkhusus penelitian di Desa Pattallassang. Pemerintah Kabupaten Gowa telah 
mengeluarkan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah salah satunya pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa yang baru di 
Kecamatan Pattallassang. Adanya Peraturan tersebut adalah sebagian dari 
program-program Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan wilayah 
struktur pemerintahan yang baik (good governance). 
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif yang bertujuan untuk 
menggambarkan pokok masalah penelitian implementasi kebijakan dan Respon 
masyarakat di Kecamatan Pattallassang terkhusus di Desa Pattallassang. Metode 
pengumpulan data yang digunakan ada dua sumber yaitu primer dan sekunder. 
Sumber data primer menggunakan metode observasi, wawancara, dan pustakaan. 
Adapun sumber data sekunder menggunakan metode dokumen dan metode online. 
Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana 
implementasi kebijakan dan Bagaimana respon masyarakat terhadap implementasi 
pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke kecamatan Pattallassang? Pembahasan 
di fokuskan kepada Analisis Implementasi Kebijakan terhadap Komunikasi dan 
sumber daya manusia dalam pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa dan respon 
masyarakat terhadap implementasi kebijakan di Desa Pattallassang. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa Kebijakan 
Pemerintah Daerah dalam Pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan 
Pattallassang Implementasi kebijakan masih belum optimal baik Komunikasi dan 
Sumber daya dan belum lagi Disposisi dan struktur birokrasi yang masih belum 
bisa di nilai jelas dalam pelaksanaan. Kemudian respon masyarakat dalam 
pemindahan pembangunan ini sangat rendah yang diakibatkan takutnya kebijakan 
tersebut berjalan tidak sebagaimana mestinya. 
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Respon Masyarakat 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang masalah 
Era reformasi ini, roda pemerintahan setiap negara selalu akan 
berpedoman pada kebijakan politik yang dianut negara itu, sehingga 
prosedur birokrasi yang ditempuh juga mengacu kepada paradigma sistem 
politik yang dianutnya. Seiring dengan dikeluarkannya undang-undang 
nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbaiki 
menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004, paradigma birokrasi di 
Indonesia mengalami perubahan dari paradigma pemerintahan yang 
sentralistik ke arah desentralistik.
1
 
Kenyataan desentralisasi diminati banyak orang karena di 
dalamnya terkandung semangat demokrasi, yang ujungnya dapat 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 
termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan.
2
 Dengan demikian, 
harapan masyarakat untuk merealisasikan pembangunan dalam rangka 
perubahan kondisi masyarakat dari suatu realita ke realita yang secara 
keseluruhan lebih baik, akan tercapai melalui konsep yang lebih 
mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. 
Inisiatif menetapkan kebijakan dalam pembangunan berasal dari 
atas (pejabat berwenang) tanpa melibatkan masyarakat dan stakeholder 
                                                          
1
 Alexander Abe. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri. 
2005, h.79 
2
 Syaiful Arief. Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan. Malang: Averroes 
Cipta. 2006, h.26 
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lainnya. Dalam kaitan ini, masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan 
kegiatan terutama dalam membantu dana maupun tenaga. Pada saat itu 
partisipasi dipandang sebagai proses mobilisasi yaitu penggerakkan 
masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Meskipun model ini memiliki 
keunggulan karena pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara cepat, 
namun kelemahan yang dijumpai adalah masyarakat sering merasa tidak 
memiliki dan tidak merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan itu. 
Kebijakan dalam pembangunan terhadap masyarakat sangat 
berkaitan erat dengan proses pembangunan yang bersifat terbatas pada 
wilayah administrasi tertentu dengan alasan bahwa pembangunan 
merupakan tahapan yang terkoordinasi dengan penanggung jawab yang 
jelas, yaitu pemerintah yang berwenang dalam suatu lingkup administrasi 
tertentu baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi dan 
termasuk negara sebagai suatu teritorial tertentu.
3
 
Pembangunan dalam sebuah desa sebagai kebijakan pemerintah 
yang baru mulai digalakkan pada tahun 1970-an. Tujuan dilakukannya 
pembangunan terhadap masyarakat desa bukan hanya dimaksudkan untuk 
peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat tetapi termasuk pula di 
dalamnya adalah menghilangkan atau mengurangi hambatan dalam 
kehidupan sosial ekonomi, seperti kurangnya pengetahuan, keterampilan, 
kesempatan kerja dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya 
kemiskinan di pedesaan. 
                                                          
3
 Risma Handayani. Pembangunan Masyarakat Dalam Perspektif Perencanaan Wilayah. 
Alauddin Universitas Press.2012, h.100 
3 
 
Rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat central 
kepada pembangunan pedesaan. Hal ini disebabkan karena kurang lebih dari 
80 % penduduk Indonesia berdiam di pedesaan. Sehingga dengan demikian, 
upaya perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan tidaklah lepas dari 
setiap program pembangunan nasional.
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Pembangunan di desa sebagai bagian integral dari pembangunan 
nasional mempunyai arti strategis, karena desa secara keseluruhan 
merupakan basis atau landasan negara RI yang diukur dalam kancah 
pembangunan nasional, serta keterkaitan dengan kondisi-kondisi sosial 
masyarakat yang masih terbelakang merupakan tantangan bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. 
Landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 
1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, 
dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Presiden Suharto 
sejak tahun 1966 menerapkan konsep partisipasi masyarakat dalam program 
pembangunan dan sesuai dengan paradigma pemerintahan orde baru yang 
sentralistik, seluruh kebijakan pembangunan dilakukan secara “top-down”.5 
Sejak tahun 1999 dikeluarkan berbagai instrument hukum berupa 
undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang membuka lebar 
ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan 
monitoring pembangunan. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 
                                                          
4
 http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=ijptuncen-gdl-res-1999-jan-
1046-Pembangunan. Diunduh pada hari Senin 14  desember 2013, pukul 13:21 Wita. 
5
 Kuncoro Mudrajat. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.2004, h.119 
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pemerintah daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat 
sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah 
dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, 
menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, 
akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan 
sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana. 
Undang-undang nomor 32 tahun 2004, berbagai peraturan yang 
secara sektoral memberikan ruang bagi partisipasi publik diantaranya 
undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN), undang-undang nomor 7 tahun 2004 
tentang sumber daya air, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang 
penataan ruang, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, 
dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi 
masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang 
sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik 
dan implementasinya.
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Partisipasi masyarakat dalam pandangan kebijakan pembangunan 
di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia 
bukanlah hal yang sebenarnya baru. Sebagai suatu konsep dan praktek 
pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60-an ketika 
                                                          
6
 Sastropoetro, Santoso R.A. Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam 
Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.1988, h.38 
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berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. 
Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu 
keniscaayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini 
berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang 
diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan 
pembangun dengan semangat lokalitas.  
Sebagaimana falsafah yang terkandung di dalam otonomi daerah 
tersebut, yaitu partisipasi masyarakat.Partisipasi masyarakat merupakan 
proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu dan dapat 
menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui dengan 
kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab. 
Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya 
menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, 
karena masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang 
dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Masyarakat memiliki 
kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan 
pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya 
dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan 
individu dan atau golongan. 
Keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena 
pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi 
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(bercirikan top down) mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka 
terhadap kebutuhan lokal. Daripada itu, pelaksanaan pembangunan yang 
mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program 
pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta 
membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan 
yang akan mensejahterakan mereka sehingga mereka berdaya. 
Gowa yang merupakan salah satu Kabupaten yang berada pada 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan bertetangga dekat dengan Kota 
Makassar. Menunjang kegiatan pembangunannya, maka terdapat dalam visi 
dan misi yang harus dicapai untuk peningkatan kinerja pembangunan 
daerah. Oleh karena itu, dalam menunjang visi dan misi tersebut, maka 
keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses kebijakan 
pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi 
hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa sebagai arah 
pembangunan dan pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke depannya. 
Kabupaten Gowa telah mengeluarkan sebuah perangkat hukum 
peraturan daerah, dalam pelaksanaan kebijakan pemindahan pembangunan 
ini, yang telah diputuskan pertengahan Juni lalu, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa telah mengesahkan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi Peraturan daerah No 
15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten 
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Gowa 2012-2032 yang menjadi payung hukum bagi seluruh pelaksanaan 
pembangunan di daerah wilayah Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. 
Namun sesuai pengamatan sementara, bahwa mulai dari tahap 
perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah 
ke atas (Bottom-Up) ternyata tidak memberikan sebuah aspirasi murni 
warga desa setempat yang  didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan 
dan implementasi dalam pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ini yang 
masih sedikit belum transparansi. Kegiatan tersebut untuk pelaksanaan 
pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di Kecamatan 
Pattallassang Desa Pattallassang dan beberapa Kecamatan/Desa lainnya 
yang nantinya juga merupakan bagian dalam rencana tata ruang wilayah 
kedepannya pula. 
Ternyata keterlibatan partisipasi masyarakat sebagian dalam proses 
pembangunan ini hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu 
pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, 
sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak 
kelemahan. Misalnya, kemungkinan respon masyarakat selaku penerima 
manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih 
rendah (desa) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, 
mekanisme perencanaan mulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan 
(Musrenbang) Desa tentunya hanya bersifat mencatat daftar rencana tata 
ruang pembangunan dan kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses 
perencanaan yang partisipatif.  
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Proses birokratis yang sangat panjang dan lama dalam kebijakan 
pemindahan pembangunan Ibukota yang baru, sehingga masyarakat tidak 
mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud. Bila demikian 
adanya hal itu, maka realita demi realita ini tentu saja dapat menghambat 
jalannya proses pembangunan yang melibatkan masyarakat di dalamnya 
yakni (partisipatif). Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas 
bahwa macetnya pembangunan partisipasi terhadap masyarakat bisa akan 
memunculkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif. 
Sesungguhnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat 
dalam menghadiri musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Akan 
tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta 
bagaimana proses keterlibatan mereka baik dalam tahap perencanaan sampai 
tahap pelaksanaan pembangunan dalam Pemindahan Ibukota baru. Karena 
antusiasme masyarakat kemudian lahir ketika substansi dari proses 
pembangunan itu telah tercipta. 
Melalui penelitian awal yang dilakukan, ditemukan beberapa 
masalah. Pertama, bahwa meski dalam pengaruh pelaksanaan pemindahan 
pembangunan di Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang tentunya 
masih belum mencapai substansi implementasi kebijakan pembangunan 
partisipatif maupun terhadap respon masyarakat dalam tahap perencanaan 
sampai pada tahap pelaksanaan, Kedua, ada beberapa warga masyarakat 
yang sulit berpartisipasi dan kurang merespon dalam pelaksanaan 
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pemindahan pembangunan kedepannya untuk melepaskan lahan pertanian 
atau tanah mereka dalam pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ini. 
Disebabkan bahwa adanya dorongan pemerintah dalam membeli lahan 
mereka dengan harga murah yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat 
bahkan ada pula rela mempertahankan lahan pertanian mereka sebagai mata 
pencaharian mereka sehari-hari sehingga hal ini menjadi pro dan kontra 
hingga saat ini. Ketiga, minimnya sumber daya manusia dan kedudukan 
masyarakat yang masih kelas menengah ke bawah di Desa Pattallassang 
Kecamatan Pattallassang yang secara tidak langsung tentunya akan 
gampang tersaingi oleh mobilitas penduduk luar nantinya dalam 
perkembangan pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ini. 
Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisa lebih lanjut untuk 
menemukan aspek-aspek yang baru yang terkait dengan Respon masyarakat 
terhadap implementasi kebijakan dalam judul Skripsi : 
 “Respon masyarakat terhadap implementasi pemindahan 
Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, kajian pokok utama yang ingin 
dibahas oleh penulis adalah Implementasi kebijakannya dan respon 
masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemindahan Ibukota 
Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang. Dari penjelasan tersebut ini, 
penulis membuat sebuah rumusan masalah sebagai berikut: 
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 Bagaimana implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten 
Gowa di Kecamatan Pattallassang ? 
 Bagaimana respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan 
pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang? 
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 
Secara umum dalam suatu penelitian skripsi itu tidak akan terlepas 
maksud dari tujuan dan manfaat penelitian tersebut. Begitupun dengan 
penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis terkait dengan analisis 
implementasi dan respon masyarakat terhadap kebijakan pemindahan 
Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang. 
Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
A. Tujuan 
a) Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemindahan 
Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang. 
b) Mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap implementasi 
kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan 
Pattallassang. 
B. Kegunaan  
a) Hasil penelitian ini mampu menjadi bahan tolak ukur masukan bagi 
pemerintah daerah dengan upaya-upaya pembuatan kebijakan yang 
dilakukan sehingga mampu berjalan dengan baik dengan adanya 
dukungan dan dorongan dari partisipasi maupun respon 
masyarakat. 
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b) Memberikan tambahan dan konstribusi dalam khazanah-khazanah 
ilmu-ilmu pengetahuan khususnya bidang sosial dan politik. 
c) Menambah wawasan intelektual penulis mengenai dan proses 
kebijakan publik mengenai pembangunan daerah dan partisipasi 
masyarakat. 
d) Dengan adanya penelitian ini pula, diharapkan mampu membantu 
proses pembelajaran secara akademik dalam lingkungan kampus 
terutama Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik khusunya 
dibidang jurusan Ilmu Politik  terhadap studi-studi kebijakan publik 
yang menyangkut pada pembangunan pemindahan Ibukota 
Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang. 
D. Tinjauan pustaka 
Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai 
judul ini ada beberapa yang telah melakukan penelitian ini mengenai 
Respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemindahan Ibukota 
Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang tepatnya Desa Pattallassang. 
Konsep yang membedakan penelitian–penelitian sebelumnya ialah 
pada konsep tempat terselenggaranya kebijakan pembangunan ini. Penulis 
belum menemukan penelitian tentang respon masyarakat terhadap 
implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke 
Kecamatan Pattallassang. Oleh karena itu untuk melengkapi referensi ini 
penulis juga mengangkat telaah pustaka sebagai berikut : 
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a)  “Dampak sebuah kebijakan Kota baru Lampung terhadap 
perubahan sosial budaya masyarakat” Oleh: Maulana Mukhlis bertujuan 
mengindentifikasi dampak sebuah kebijakan pembangunan kota baru 
Lampung terhadap perubahan sosial budaya di Lampungterdapat sejumlah 
kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya 
masyarakat. Secara kategorikal ada 2 (dua) kekuatan yang memicu 
perubahan sosial; 
  Pertama, kekuatan dari dalam masyarakat sendiri (internalfactor) 
seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. 
Kedua, kekuatan dari luar masyarakat (external factor) seperti 
pengaruh kontak-kontak antar budaya (culture contact) secara langsung 
maupun persebaran unsur kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup 
yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan 
masyarakat sehingga ia harus menata kembali kehidupan mereka. 
Pengembangan sebuah wilayah menjadi kota mandiri tentunya 
akan menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan wilayah di Lampung, 
melakukan analisis terhadap kemampuan daya dukung lahan, ketersedian 
serta analisis kebutuhan sarana dan prasarana wilayah serta kondisi sosial 
budaya setempat mutlak dilakukan untuk mendukung pengembangan Kota 
Baru Lampung menjadi pusat pemerintahan bagi Provinsi Lampung sebagai 
salah satu fungsinya. 
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Secara substansi rencana pembangunan Kota Baru Lampung 
sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung memungkinkan terjadinya 
dampak baik positif maupun negatif terhadap perubahan sosial budaya 
masyarakat. Dampak tersebut harus menjadi pertimbangan dalam 
penyusunan arahan program sosial budaya dalam rangka peningkatan 
dukungan masyarakat terhadap pembangunan Kota Baru Lampung sebagai 
Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung tersebut. 
Beberapa dampak positif maupun negatif kebijakan pembangunan 
Kota Baru Lampung terhadap perubahan sosial budaya terdiri dari 
Perubahan Lapangan Pekerjaan, Membangun Keterkaitan Kota-Desa, 
Kualitas Pendidikan & Kesehatan, Kondisi Sosial Kemasyarakatan, Perilaku 
& Pola Hubungan Masyarakat, Pemenuhan Permukiman Penduduk dan 
Perpindahan Pekerja. 
b) “Problema pelaksanaan pemindahan ibukota Ngada: studi kasus 
kebijakan pemindahan ibukota Ngada dari kota Bajawa ke kota Mbay 
Propinsi Nusa Tenggara Timur Oleh: Puling Remigius Kornelius 
bertujuan mengamati dan menganalisis pengamatan bahwa telah terjadi 
pengabaian terhadap pelaksanaan kebijakan pemindahan ibukota Ngada 
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tingkat II Ngada, melalui 
keputusan DPRD II Ngada Nomor 4 Tahun 1973. 
Apakah pengaruh faktor ekonomi semata sehingga tidak 
dilaksanakannya kebijakan dimaksud atau ada faktor lainnya yang sifatnya 
politis dan psikologis. Kemudian mempertanyakan pula peran berbagai 
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institusi masyarakat dalam proses perumusan keputusan pemindahan 
ibukota Ngada dan penolakan etnik Ngadha terhadap keputusan dimaksud. 
Siapa saja yang berperan besar dibalik proses pengangkatan kebijakan 
tersebut, power politics apa yang terjadi waktu itu. 
Dilihat dari proses sejarah pemerintahan Daerah Ngada, penentuan 
letak Ibukota Kabupaten Ngada sejak berdirinya, masih merupakan problem 
sosial politi yang pelik dan rumit, mengingat masing-masing etnik 
mempunyai keinginan dan motivasi yang berbeda mengenai letak Ibukota 
Ngada. 
Hasil penelitian memperlihatkan pula, bahwa kebijakan yang 
diambil, yang dianggap begitu prestisius untuk masyarakat Ngada, dalam 
prosesnya justru terbukti hanya merupakan alat politik semata untuk 
mempertahankan posisi politik masing-masing, dan bukan niat 
sesungguhnya. Akibatnya political will untuk maksud ini tidak ada. Kondisi 
ini kemudian diperparah oleh masih adanya penolakan etnik Ngada terhadap 
kebijakan pemindahan Ibukota Ngada. 
Faktor yang sangat dominan dari penolakan etnik Ngada terhadap 
kebijakan ini, adalah menyangkut permasalahan yang sifatnya politis dan 
psikologis, yang mana masih beranggapan bahwa lahirnya kebijakan ini 
sebagai suatu bentuk kekalahan politik etnik Ngadha dan etnik lainnya  
dalam pertarungan politik untuk menentukan letak Ibukota Ngada, dan tanpa 
melihat lebih jauh lagi pertimbangan-pertimbangan yang rasional dibalik 
lahirnya kebijakan dimaksud. Hal ini dipengaruhi budaya kekuasaan yang 
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melihat simbol Kota Provinsi Kabupaten dan lainnya sebagai simbol 
kekuasaan. 
c) ”Partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan 
pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Jakarta 
Utara Oleh Sutami. Penelitian ini bertujuan mengkaji partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan melalui Program 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), dengan metode analisis 
deskriptif kualitatif untuk menganalisis bentuk dan tingkat partsipasi 
masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan, dan metode analisis 
kuantitatif, untuk menganalisis pengaruh hubungan sosial ekonomi 
masyarakat dengan bentuk partisipasi.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya antusiasme keterlibatan 
masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan dalam 
berbagai bentuk. Keikutsertaan responden pada setiap tahapan 
pembangunan prasarana lingkungan menunjukkan bahwa responden sudah 
melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah sebagai penggagas 
adanya program PPMK. 
Indikasi adanya kerjasama ini, menunjukkan bahwa bentuk 
partisipasi masyarakat telah berada pada tingkat kemitraan (partnership), 
sedang keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) 
di Kelurahan Marunda Jakarta Utara berada pada tingkat therapy.  
Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalahpelibatan 
seluruh masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan tanpa 
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memandang perbedaan kondisi sosial ekonomi, dan peningkatan intensitas 
sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) oleh 
pemerintah agar program ini berada pada tingkat kemitraan (partnership), 
dimanapada tingkat ini partisipasi masyarakat memiliki  kekuatan untuk 
bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam melakukan perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 
E. Kerangka teori 
Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi 
untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara 
merumuskan hubungan antara konsep. Maka dalam hal ini teori harus 
menjadi bagian yang penting untuk menganalisis mengenai respon 
masyarakat terhadap pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan 
Pattallassang. Adapun pendekatan teori yang digunakan untuk masalah 
penelitian ini yaitu: 
I. Kebijakan Publik 
Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan 
untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu 
kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam 
suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita 
gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan 
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biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan 
yang lebih ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.
7 
Sebelum dibahas lebih jauh mengenai sebuah konsep kebijakan 
publik,harusnya perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan 
atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian 
konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 
pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan 
garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sesuai 
dalam firman Allah SWT dalam surah Asy- Syura ayat 38 yang berbunyi: 
                          
       
Artinya :  
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 
dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari 
rezki yang Kami berikan kepada mereka.  
Dari ayat tesebut diatas dapat dipahami bahwa sesuai dalam 
petunjuk Al- Quran, Rasullulah Saw mengembangkan budaya-budaya 
Musyawarah yang ada dikalangan para sahabatnya.  
                                                          
7
Budi Winarno. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.2002, 
h. 14-15 
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Beliau sendiri meski seorang Rasul, amat gemar berkonsultasi 
dengan para pengikutnya dalam soal-soal kemasyarakatan tetapi dalam 
berkonsultasi Rasulullah Saw tidak hanya mengikuti satu pola saja. 
Kerap kali beliau bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat 
senior. 
Beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang ahli 
dalam hal yang dipersoalkan atau professional. Terkadang beliau 
melempar sebuah masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar, 
khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi 
kepentingan masyarakat. 
Disamping itu dapat dipahami pula bahwa orang-orang yang 
memiliki komitmen dalam ketaatan dengan musyawarah, menegakkan 
prinsip-prinsip musyawarah, memanfaatkan rezeki yang dikaruniakan 
oleh Allah selalu dinafkahkan (dikeluarkan) untuk jalan Allah SWT, 
maka balasannya di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal, yaitu 
berupa kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang abadi di dalam surga, 
termasuk juga bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan mereka. 
Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih 
berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil 
analisis yang mendalamterhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada 
keputusan tentang alternatif terbaik.8 
                                                          
8
 Harbani Pasolong. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. 2008, h.38 
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Menurut Johan K. Bluntschi, politik adalah suatu hal yang 
memperhatikan masalah kenegaraan, yaitu berusaha keras untuk mengerti 
dan memahami kondisi suatu Negara yang bersifat penting dalam berbagai 
bentuk manifestasi pembangunan.
9
 
Salah satu konsep politik yang dikemukan Miriam Budiarjo adalah 
kebijakan (Policy). Kebijakan diartikan sebagai aturan yang lahir dari proses 
politik. Kebijakan merupakan hal yang mengikat sebagai suatu upaya 
pencapaian tujuan yang diinginkan dengan bersifat strategis dan jangka 
panjang. Kebijakan harus bisa diimplementasikan ke ruang publik.
10
 
Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana 
kebijakan publik digambarkan sebagai suatu keputusan berdasarkan 
hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan 
tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. 
Kebijakan publik pada dasarnya banyak para ahli yang memberikan 
definisi tentang kebijakan publik. Perbedaan ini timbul karena masing-
masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di 
sisilain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli pada akhirnya juga 
akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak 
didefinisikan. 
                                                          
9
 Inu Kencana Syafie, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: Pustaka RekaCipta,2009), h.58 
10
 Miriam. Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 
2008), h.17 
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Para ahli yang memberikan definisi mengenai kebijakan publik
11
 
antara lain: 
1).Thomas R. Dye, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun 
yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. 
2).Richard Rose, menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami 
sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan 
beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan 
daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. 
3).Carl Friedrich, memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan 
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam 
suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatandan 
kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 
menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, 
atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. 
4).William N. Dunn, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu 
rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh 
lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang 
menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, 
kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, 
perkotaan, dan lain-lain.  
Dari berbagai definisi kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan 
bahwa : 
                                                          
11
 Budi Winarno. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. 
2002, h.15-16 
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 Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan -
tindakan pemerintah, 
 Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik. 
 Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatifuntuk 
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi 
kepentingan publik. 
Jadi idealnya, kebijakan publik yang dicita-citakan bersama 
antara lain: 
 Kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan 
untuk sekedar dilaksanakan. 
 Kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan 
karenadidasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.Analisis 
Kebijakan diartikan sebagai serangkaian aktifitas intelektual yang 
dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas 
politik itu Nampak pada serangkaian kegiatan yang mencakup 
penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, 
dan penilaian kebijakan.
12
 
Maka dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan terdapat  
terdapat empat rangkaian kesatuan penting didalam analisis kebijakan 
publik yang perlu dipahami, yaitu penyusunan agenda (agenda setting), 
formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy 
implementation).  
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 William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press,1998), h.24 
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A. Penyusunan Agenda (Agenda Setting) 
Proses kebijakan publik diawali dengan penyusunan agenda                        
(agenda setting) yaitu sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam 
realitas kebijakan publik. Dalam proses ini memiliki ruang untuk memaknai 
suatu masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.  
Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah 
kebijakan (policy problem). Isu kebijakan lazimnya muncul karena telah 
terjadi silang pendapat antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah 
atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter 
permasalahan itu sendiri. 
B. Formulasi Kebijakan (policy formulation) 
Langkah kedua dalam proses kebijakan setelah agenda setting 
adalah formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda 
kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.Masalah-masalah 
yang masuk diidentifikasi untuk kemudian di cari pemecahan masalah yang 
terbaik. 
Formulasi kebijakan memiliki aktivitas yang sangat penting dalam 
kerangka peramalan. Formulasi kebijakan akan memberi gambaran 
mengenai konsekuansi di masa mendatang dari diterapkannya kebijakan 
tersebut.  
C. Implementasi Kebijakan (policy implementation) 
Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada 
tataran implementasinya. Sering dijumpai bahwa proses perencanaan 
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kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan dalam 
implementasinya.  
Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang 
seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi 
kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk 
pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan 
politik, ekonomi, dan sosial. 
Teori implementasi kebijakan menurut pandangan Edwards III 
mengemukakan empat variabel, yakni; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) 
disposisi dan kemudian (4) struktur birokrasi.  Keempat variabel tersebut 
juga saling berhubungan satu sama lain.
13
 
 Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi 
tujuan dan sasaran kebijakan, harus ditransmisikan kepada kelompok 
sasaran sehingga mengurangi distorsi. 
 Sumber daya.  Yaitu berwujud kompetensi implementor dan sumber 
daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi 
kebijakan agar efektif. 
 Disposisi.  Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat 
menjalankan kebijakan seperti apa yang diinginkan kebijakan tersebut.  
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 Prof. Dr. H. Muhammad Ramli,  Msi, Kearifan Lokal Dalam Implementasi Kebijakan 
Publik Perspektif Local Wisdon Masyarakat Bugis. Alauddin Universitas Press. 2011 hal. 133 
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 Struktur birokrasi.  Struktur organisasi yang bertugas 
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap implementasi kebijakan dalam hal ini para birokrat.   
Tahap paling akhir dalam proses kebijakan adalah penilaian 
kebijakan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai 
kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang 
mencakup substansi implementasi dan dampak. 
Kebijakan publik  merupakan  suatu bentuk  intervensi   yang  
dilakukan secara   terus   menerus   oleh   pemerintah   demi   kepentingan   
kelompok   yang   kurang beruntung   dalam   masyarakat   agar   mereka   
dapat   hidup,   dan   ikut   berpartisipasi dalam  pembangunan  secara   luas.  
II. Pembangunan 
Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan 
terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk 
menciptakan masyarakat yang lebih baik dan merupakan proses dinamis 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat proses kegiatan yang dilakukan 
dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup 
masyarakat. 
Terdapat banyak aspek dan masalah yang diketahui termasuk ke 
dalam pembangunan, sehingga pembangunan tidak dapat dilihat dari satu 
sudut pandang. Hal ini biasa menyebabkan kesulitan dalam mendefinisikan 
pembangunan, terutama bukan karena orang tidak faham yang dimaksud 
dengan pembangunan itu, tapi justru karena ruang lingkup pembangunan 
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tersebut begitu banyak, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyatukan 
semuanya menjadi suatu bentuk rumusan sederhana sebagai suatu definisi 
yang komplit. 
Menurut Teori Rostow pembangunan tidak hanya pada lebih 
banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari 
pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan 
melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, 
lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-
besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang 
didorong oleh satu sektor atau lebih.
14
 
Todaro menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena 
semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi 
materi dan keuangan dari kehidupan manusia.
15
 
Mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses 
multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap 
masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan 
ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. 
Menurut Todaro definisi di atas memberikan beberapa implikasi 
bahwa:  
 .Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, 
tetapi juga pemerataan. 
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 Arief Budiman.. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1996, h.30 
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 Michael P Todaro. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga,2002,  h.18 
26 
 
 Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti 
peningkatan:  
a. Life sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar.  
b.Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang 
memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.  
c.Freedom From Survitude : Kemampuan untuk melakukan 
berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan 
orang lain.  
Menurut Suryono tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, 
pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. 
Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah 
menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup 
bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.
16
 
Masih dalam rangka mencari berbagai jawaban yang pasti terhadap 
sebuah tantangan paradigma keadilan dalam rencana sebuah pembangunan 
dengan berkembangnya pendekatan kebutuhan dasar tinggi pada manusia. 
Disamping itu pula, masalah pengangguran juga makin banyak mendapat 
perhatian dalam rangka pembangunan ekonomi yang hendaknya ada 
pemerataan bagi masyarakat. 
Dengan demikian, memecahkan sebuah permasalah pengangguran 
berarti dapat pula memecahkan maslah kemiskinan dan pemerataan 
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 Agus Suryono,Teori dan Isu Pembangunan. Malang: Universitas Malang Press, 2001 
h.32 
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pendapat. Dengan adanya pula pemerataan pendapatan akan meningkatkan 
terbukanya lapangan pekerjaan. 
III. Partisipasi Masyarakat 
Sebagaimana diketahui, pembangunan pada dasarnya merupakan 
proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah 
perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi yang semakin meningkat baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari 
perubahan sikap dan perilaku tersebut. Dalam hal ini aktivitas lokal 
merupakan media dan sarana bagi masyarakat dalam melaksanakan 
partisipasinya. Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota 
masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat 
tersebut. 
Pengertian  partisipasi  selalu  dikaitkan  atau  bersinonim  dengan  
peran  serta. Seorang  ilmuan  yang  bernama  Keith  Davis  mengemukakan  
definisinya  tentang partisipasi yaitu “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai 
keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam  situasi  
kelompok  yang  mendorong  untuk memberikan  sumbangan  kepada  
kelompok  dalam  usaha  mencapai  tujuan serta turut bertanggung jawab 
terhadap usaha yang bersangkutan.
17
 
Menurut Isbandi mengartikan keikutsertaan masyarakat dalam 
proses pengidentifikasikan masalah dan potensi yang ada di masyarakat, 
pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk 
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 Sastropoetro, Santoso R.A..Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam 
Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.1988, h.112 
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menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan 
masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
18
 
Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers sebagai berikut: 
pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh 
informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, 
yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan 
gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau 
program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 
perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek 
tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; 
ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan 
dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.19 
Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah 
meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik 
langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan 
dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan 
kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun 
prinsip-prinsip partisipasi seperti Cakupan, Kesetaraan dan kemitraan, 
Transparansi, Kesetaraan kewenangan, Kesetaraan Tanggung Jawab, 
Pemberdayaan dan kerjasama. 
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 Isbandi Rukminto Adi. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari 
Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press. (2007), h.27 
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Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat 
dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta 
benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, 
partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan 
partisipasi representatif. 
Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, 
maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk 
partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga 
bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). 
Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan 
keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah 
partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan 
partisipasi representatif.  
Sesuai pada firman Allah Swt pada Surah Ali Imran Ayat 159 yang 
berbunyi : 
                            
                          
         
 
Artinya: 
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah 
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mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 
Dalam penjelasan ayat tersebut menjelaskan bahwa itu, Rasulullah 
SAW selalu bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal, apalagi 
dalam urusan peperangan. Namun makna yang ditafsirkan bukan hanya 
peperangan tetapi juga dalam masalah perekonomian, kemasyarakatan.  
Oleh karena itu kaum muslimin patuh melaksanakan keputusan-
keputusan musyawarah itu karena keputusan itu merupakan keputusan 
mereka sendiri bersama Rasulullah. 
Dalam makna diatas bermusyawarah memberikan usaha untuk 
memperbaiki kondisi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat 
dapat dilakukan dengan menggerakkan partisipasi kemasyarakatan. Program 
pembangunan selama ini hanya melibatkan pemerintah saja sehingga 
hasilnya kurang mengena pada kebutuhan masyarakat. 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang 
sangat penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah 
yang paling tahu apa yang mereka butuhkan dan masyarakat jugalah 
permasalahan yang mereka hadapi. Namun kenyataan yang masih terlihat 
bahwa di setiap program pembangunan, partisipasi masyarakat belum 
terlihat secara keseluruhan. 
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Keadaaan masyarakat yang kurang melibatkan dirinya dalam 
program pembangunan dilihat dari belum adanya sistem yang memberikan 
ruang yang aman memadai atau belum tersedianya suatu kerangka kerjabagi 
proses partisipasi masyarakat. Dan disamping itu masih rendahanya 
kemampuan untuk mengembangkan partisipasi akibat tidak terbiasanya 
masyarakat melibatkan diri dalam pembangunan. 
Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan  publik  
merupakan proses dan wujud partisipasi politik masyarakat di dalam 
kehidupan bernegara. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  
masyarakat  akan  menunjukkan tingkat  dukungan  masyarakat  terhadap  
kebijakan  publik.  Besarnya  partisipasi masyarakat  dipengaruhi  oleh  
tingkat  kesadaran  hukum  dan  kesadaran  politik masyarakat  di  dalam   
suatu  Negara. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan 
kebijakan publik menunjukkan kebijakan publik yang ditetapkan oleh 
pemerintah akan sesuai dengan kehendak masyarakat. 
 
F. Metode penelitian 
Menurut Lexy J Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif 
merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 
apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi 
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dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
20
 
Penelitian skripsi ini bersifat kepustakaan dan lapangan. Karena 
data-data yang akan diperoleh berasal dari sumber literature (Library 
Research), kemudian juga akan lebih banyak diperoleh dari lapangan (Field 
Research). Secara teoritis metode penelitian yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini adalah metode bersifat deskriptif kualitatif karena 
bertujuan untuk mendiskripsikan proses implementasi kebijakan terhadap 
pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallasang dan 
respon masyarakat di Kecamatan Pattallassang tepatnya di Desa 
Pattallassang. 
2. Objek penelitian 
Adapun objek penelitian skripsi ini adalah proses implementasi 
kebijakan terhadap pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan 
Pattallasang dan respon masyarakat di Kecamatan Pattallassang tepatnya di 
Desa Pattallassang. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan bahwa 
untuk mengetahui fungsi bagaimana sebuah implementasi kebijakan 
pembangunan di suatu daerah dan respon masyarakatnya, maka yang 
menjadi objek adalah daerah yang dijadikan pemindahan Ibukota terhadap 
respon masyarakat Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang oleh 
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 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kuaitatif (Edisi revisi),( Bandung: Rosda 
Karya,2010). Hal 6 
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pengambilan kebijakan publik, pembangunan dan partisipasi yang 
terstruktur oleh para elit penguasa dan masyarakat tersebut yang diharapkan 
kesiapan dan kesediaan mereka untuk memberikan data yang akurat kepada 
peneliti. 
3. Prosedur pengumpulan data 
Untuk memperoleh data yang relevan, terstruktur dan tepat penulis 
menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Tahap persiapan 
Langkah awal penelitian, penulis menggunakan observasi 
(mengamati) lokasi penelitian serta sarana dan prasarana agar dalam 
penelitian ini dapat mempermudah melaksanakan wawancara dengan 
informan-informan yang dipilih untuk diwawancarai. 
Setelah langkah awal selesai, maka langkah selanjutnya penulis 
menyiapakan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 
kesimpangsiuran dalam proses pelaksanaan wawancara baik kelakuan 
wawancara maupun ketersinggungan responden atau informan. 
b. Tahap pengumpulan data 
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai 
berikut: 
1. Library research yaitu cara pengumpulan data dengan jalan 
membaca buku-buku atau literature yang berkaitan dengan masalah 
yang akan dibahas. Adapaun teknik yang digunakan adalah sebagai 
berikut : 
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 Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang 
relevan dengan materi penulisan dengan tidak mengubah 
redaksi baik huruf maupun tanda bacanya. 
 Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan 
dengan berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah 
makna dan tujuan dalam bentuk ikhtisarnya. 
2. Field research yaitu metode pengumpulan data dengan 
mengadakan penelitian secara langsung kepada objek penelitian 
yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini melalui dua cara yakni wawancara dan 
observasi sebagai berikut : 
 Wawancara 
Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, 
yaitu pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) 
dengan maksud tertentu.  Adapun metode wawancara yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 
wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara 
yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 
telah tersusun secara lengkap, tetapi pedoman wawancara yang digunakan 
hanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan secara garis 
besar.
21
Dalam wawancara bertahap tak berstruktur ini, peneliti belum 
mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga dalam hal 
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 Sugiyono..Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.2008, 
h.233-234. 
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ini peneliti lebih bayak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. 
Berdasarkan tiap jawaban dari informan tersebut maka peneliti dapat 
mengajukan pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. 
Adapun narasumber / informan yang akan diwawancarai dalam 
penelitian ini yakni : 
1. Kepala Camat/Sekertaris Camat Kecamatan Pattallassang 
Kabupaten Gowa 
2. Kepala Desa Pattallassang 
3. Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Pattallassang 
4. Tokoh Masyarakat Desa Pattallassang sebanyak 2 orang 
5. Masyarakat Setempat Desa Pattallassang sebanyak 6 orang 
6. Masyarakat setempat Sungguminasa sebanyak 4 orang 
 Observasi 
Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 
untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan 
secara langsung terhadap obyek yang diteliti.
22
Observasi yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipan, dimana dalam observasi 
ini peneliti tidak terlibat dalam kehidupan sehari-hari obyek yang diteliti 
dan hanya sebagai pengamat independen, artinya peneliti menjaga jarak 
dengan obyek yang diteliti. Karena masalah dalam penelitian ini merupakan 
isu yang bias dikatakan masih baru, maka observasi dilakukan pada tempat 
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 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi),( Bandung: Rosda 
Karya,2010),h.115. 
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tinggal atau lingkungan dimana obyek penelitian berada, untuk mengetahui 
bagaimana respon masyarakat. 
3. Metode pendekatan  
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 
metode pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini memberikan 
gambaran penjabaran suatu obyek yang diteliti berdasarkan karakteristik 
yang dimiliki yang nantinya langsung turun dilapangan untuk penelitian ini. 
4. Teknik pengolahan dan analisis data 
Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis 
data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya 
bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring 
mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, 
data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. 
Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-
langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:  
1.  Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan 
dokumentasi; 
2. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan 
lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang 
sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.  
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3. Penyajian data Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya 
adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data 
hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 
sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan 
dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha 
menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat 
disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 
G. Garis-garis besar isi skripsi 
Untuk mempermudah memahami dan mengetahui hal pembahasan 
dalam skripsi ini, maka dalam hal ini penulis memberikan deskripsi pada 
tulisan tersebut ini yang disusun berdasarkan urutan bab. Mulai bab I 
sampai dengan bab IV yang secara umum dibagi sebagai berikut : 
Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 
tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan garis-garis besar isi 
skripsi. Sistematika penulisan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi 
ini. Bab ini juga merupakan pengantar pada inti pembahasan. 
Bab II, bab dua ini dibagi kedalam dua bagian yaitu bagian 
gambaran umum kabupaten Gowa memuat masa kemerdekaan Kabupaten 
Gowa, kondisi geografi, kondisi demografi, kondisi sosial, kondisi 
pemerintahan dan kondisi keagamaan. Bagian kedua yaitu membahas 
tentang masyarakat Desa Pattallassang dalam kehidupan sosial, ekonomi 
dan politiknya. 
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Bab III berisi tentang analisis implementasi kebijakan pemindahan 
Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang dan respon 
masyarakat di Desa Pattallassang. 
Bab IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 
implikasi seluruh uraian-uraian dari hasil-hasil penelitian yang telah diteliti 
dan dikemukakan sekaligus jawaban terhadap permasalahan yang 
terkandung dalam skripsi ini. 
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BAB II 
     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 
a) Masa Kemerdekaan 
Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah 
Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur. 
Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem 
pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah 
menjadi sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Sementara  (UUDS) tahun 1950 dan Undang-undang Darurat Nomor 2 
Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar.
23
 
Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah 
Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan 
sebagai daerah Tingkat II. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang 
Nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah 
Indonesia tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai 
penjabaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-
Undang Darurat No. 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah 
Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk 
operasionalnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng 
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 Badan Pusat Statistik Kec. Pattallassang Tahun 2012, h. 9 
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Lalolang sebagai Kepala Daerah yang memimpin  12 (dua belas) Daerah 
bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja 
pemerintahan yang disebut koordinator masing-masing : 
 Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, 
Pattallassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatornya 
berkedudukan di Sungguminasa. 
  Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif 
Malino Kota dan Tombolopao. Koordinatornya berkedudukan di 
Malino. 
 Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan 
Bontonompo. Koordinatornya berkedudukan di Limbung. 
 Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, 
koordinatornya berkedudukan di Malakaji. 
Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di 
seluruh Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik menjadi 
Kecamatan. untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 
Distrik diubah menjadi 8 Kecamatan masing-masing : 
 Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo. 
 Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallassang. 
 Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung. 
 Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung. 
 Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo 
 Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao 
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 Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji. 
 Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan 
Borisallo. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
perluasan Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi, Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) Kecamatan yang 
ada di wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan sebagian Kecamatan 
Tamalate dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga (seluruhnya 10 Desa) 
kepada Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang. 
Terjadinya penyerahan sebagian wilayah tersebut, mengakibatkan 
makna samarnya jejak sejarah Gowa di masa lampau, terutama yang 
berkaitan dengan aspek kelautan pada daerah Barombong dan sekitarnya. 
Hal ini mengingat, Gowa justru pernah menjadi sebuah Kerajaan Maritim 
yang pernah jaya di Indoneia Bagian Timur, bahkan sampai ke Asia 
Tenggara. 
Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 51 tahun 1971, 
maka praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mengalami 
perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan 56 
Desa menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dengan 46 Desa. Sebagai akibat dari 
perubahan itu pula, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berupaya 
dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang didukung oleh Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan membentuk 2 (dua) buah 
Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Parangloe.     
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Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat 
Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 
dibentuklah Kecamatan Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. 
Berdasarkan PP  No. 34 Tahun 1984, Kecamatan Bungaya di defenitifkan 
sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa menjadi 9 (sembilan). 
Wilayah administrasi Kecamatan Pattallassang terbentuk sesuai 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
pembentukan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gowa dan selanjutnya 
pada tahun 2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 
kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan jumlah 
desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 
dusun/lingkungan. 
b) Kondisi Geografi 
Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta 
dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah 
administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' 
hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. 
Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi 
Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu  
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten 
Maros.  
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 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, 
dan Bantaeng.  
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan 
Jeneponto  
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. 
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama 
dengan 4,02% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah 
Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa 122, 
Kelurahan definitif sebanyak 47 Kelurahan dan 674 Dusun/Lingkungan.  
Letak wilayah administrasi tersebut menempatkan Kabupaten 
Gowa pada posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan 
Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) yang merupakan pusat 
pelayanan jasa dan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), posisi 
strategis ini menjadikan Kabupaten Gowa memiliki keunggulan kompetetif 
dan komperatif yang berdampak secara signifikan terhadap percepatan 
peningkatan aktivitas sosial kemasyarakatan dan perekonomian masyarakat 
Kabupaten Gowa. 
Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi 
berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni  
Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, 
Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% 
berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 
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Kecamatan yakni  Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, 
Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan 
Bontonompo Selatan. 
Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan 
tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, 
Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan 
bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, 
wilayah Kabupaten Gowa  dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang 
sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah 
satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai 
Jeneberang dengan luas 881 Km
2
 dan panjang 90 Km. 
Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa 
yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek 
multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km
2
 yang dapat 
menyediakan air irigasi  seluas + 24.600 Ha, komsumsi air bersih (PAM) 
untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 
m
3
 dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 
Mega Watt. 
Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten 
Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. 
Biasanya musim  kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, 
sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. 
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Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa 
peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. 
Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 
27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos 
pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, 
sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa 
dikatakan hampir tidak ada hujan. 
Tabel 1.1 
Ibu Kota Kecamatan, Jarak dan Luas Kecamatan 
Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 
No Kecamatan Ibukota 
Kecamatan 
Jarak dari 
Ibukota 
Kab. (Km) 
Luas 
Kecama-
tan (Km2) 
% Thd 
Luas Kab. 
1. Bontonompo Tamallayang 16 30,39 1,61 
2. Bontonompo S Pabundukang 30 29,24 1,55 
3. Bajeng Kalebajeng 12 60,09 3,19 
4. Bajeng Barat Borimatangkasa 15,80 19,04 1,01 
5. Pallangga Mangalli 2,45 48,24 2,56 
6. Barombong Kanjilo 6,5 20,67 1,10 
7. Somba Opu Sungguminasa 0,00 28,09 1,49 
8. Bontomarannu Borongloe 9 52,63 2,79 
9. Pattallassang Pattallasssang 18 84,96 4,51 
10. Parangloe Lanna 27 221,26 11,75 
11. Manuju Bilalang 20 91,90 4,88 
12. Tinggi Moncong Malino 59 142,87 7,59 
13. Tombolo Pao Tamaona 90 251,82 13,37 
14. Parigi Majannang 70 132,76 7,05 
15. Bungaya Sapaya 46 175,53 9,32 
16. Bontolempangan Bontoloe 63 142,46 7,56 
17. Tompobulu Malakaji 125 132,54 7,04 
18. Biringbulu Lauwa 140 218,84 11,62 
JUMLAH 1.883,33 100 
c) Kondisi Demografi 
Jumlah penduduk, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar 
ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. 
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Berdasarkan hasil Susenas 2007, penduduk Kabupaten Gowa tercatat 
sebesar 594.423 jiwa. Pada Tahun 2006 jumlah penduduk mencapai 
586.069 jiwa, sehingga penduduk pada Tahun 2007 bertambah sebesar 
1,43%. 
Penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan hasil survei sosial 
ekonomi nasional (susenas) jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada Tahun 
2012 adalah 670.465 jiwa yang terdiri dari 329.673 jiwa atau 49,17 persen 
penduduk laki-laki, dan 340.792 jiwa atau 50,83 persen penduduk 
perempuan. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan 
jumlah penduduk laki-laki dengan perbandingan (Sex Ratio) 97 jiwa, ini 
berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa 
penduduk laki-laki. 
Persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan 
bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang 
masih sangat timpang. Untuk wilayah Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, 
Bontonompo Selatan , Bajeng dan Bajeng Barat, yang wilayahnya hanya 
11,42% dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa, dihuni oleh sekitar 54,45% 
penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan Bontomarannu, 
Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong, Tombolo 
Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, yang 
meliputi sekitar 88,58% wilayah Gowa hanya dihuni oleh sekitar 45,55% 
penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor 
keadaan geografis daerah tersebut. 
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d) Kondisi Pemerintahan 
Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan 
mulai dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, 
wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang 
cukup pesat.Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota 
Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa 
sebagai daerah pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota 
Makassar. 
Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah Kabupaten Gowa 
yang dulunya sebagai daerah agraris sentra pengembangan pertanian dan 
tanamanpangan yang sangat potensial, juga menjadi sentra pelayanan jasa 
dan perekonomian. 
Dalam sejarah keberadaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 
II sejak tahun 1957  sampai sekarang telah mengalami 12 (dua belas) kali 
pergantian Bupati. 11 (sebelas) kali diantaranya berdasarkan pengangkatan 
secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Satu kali berdasarkan hasil 
pemilihan secara langsung oleh rakyat Kabupaten Gowa. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut: 
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Tabel 1.2 
Bupati Gowa dari Tahun 1957 sampai sekarang 
No Nama Bupati Periode 
1 Andi Idjo Karaeng Lalolang 1957 – 1960 
2 Andi Tau 1960 – 1967 
3 H. M. Yasin Limpo Karetaker 
4 Andi Bachtiar Karetaker 
5 K. S. Masoud 1967 – 1976 
6 H. Muhammad Arif Sirajuddin 1976 – 1984 
7 H. A. Kadir Dalle 1984 – 1989 
8 H. A. Azis Umar 1989 – 1994 
9 H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si 1994 – 2002 
10 Drs. H. Hasbullah Djabar, M.Si 2002 – 2004 
11 H. Andi Baso Machmud Karetaker 
12 H. Ichsan Yasin Limpo, SH 2005 sampai sekarang 
 
B. Gambaran umum Kecamatan Pattallassang 
a) Sejarah Pattallassang 
Sejarah telah mencatat, bahwa wilayah Kecamatan Pattallassang 
pada sebelum terbentuknya Kerajaan Gowa silam, juga berdiri suatu 
wilayah pemerintahan. Masyarakat hidup secara berkelompok dan 
membentuk pemerintahan atau kerajaan kecil, dimana pemerintahannya 
disebut Dampang atau Raja Kecil.
24
 
 Pada masa Gowa purba,kehidupan masyarakat secara berkelompok 
itu tak selamanya akur. Ketika peperangan antar kelompok tak pernah 
terelakkan, para pemimpn yang bertikai itu berupaya mendamaikan 
warganya. Namun tak mampu menyelesaikan konflik malah semakin jadi. 
Kondisi negeri Pattallassang (Desa Pattallassang) saat itu 
mengalami krisis kepemimipinan, maka semua warga bertikai sepakat untuk 
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 Zainuddin Tika. Sejarah Pattallassang, Gowa: Lembaga Kajian dan penulisan sejarah 
budaya Sulawesi Selatan. 2009, h.1 
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mengangkat Tumanurung sebagai pemimpinnya. Tumanurunglah menjadi 
Raja pertama di negeri Pattallassang. Masa pemerintahan Tumanurung di 
Pattallassang itu terbentuk setelah Putri Tumanurung di Tamalate (Gowa) 
terbentuk. 
Dari fakta sejarah yang ada, menunjukkan bahwa ada beberapa 
daerah kerajaan kecil seperti Borisallo, Manuju, Pattallassang dan 
Paccelekang, sudah masuk dalam wilayah kerajaan Gowa. Dari tahta sejarah 
itu, sudah jelas bahwa Negeri Pattallassang maupun paccelekang dan negeri 
sekitarnya, saat itu sudah bergabung dengan Kerajaan Gowa. 
Pattallassang dan Paccelekang juga memiliki tubarani yang direkrut 
oleh kerajaan Gowa dalam rangka memperkuat wilayah pertahanan kerjaan 
tubrani dari Pattallassang itu kemudian diberi nama ‘Campagana 
Pattallassang’. 
Pattallasang merupakan wilayah yang termasuk dari Kecamatan 
Bontomarannu. Pada tahun 2003 Pattallassang dimekarkan dari Kecamatan 
Bontomarannu menjadi Kecamatan Pattallassang.Sejak terbentuknya 
Kecamatan Pattallassang hingga akhir tahun 2008, baru tiga pejabat camat 
yang pernah memerintah yaitu Drs. Muh.Alwi. Drs. Muh. Fajaruddin, MM 
yang sedang menjabat saat sekarang ini Drs. Sura Suaib, MM.
25
 
Wilayah Kecamatan Pattallassang memiliki delapan desa yang 
terdiri Desa Pattallassang, Desa Pallantikang, Desa Timbuseng, Desa 
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 Zainuddin Tika. Sejarah Pattallassang, Gowa: Lembaga Kajian dan penulisan sejarah 
budaya Sulawesi Selatan. 2009, h.4 
 
50 
 
39 
Borong Palala, Desa Sunggumanai, Desa Paccelekang, Desa Panaikang dan 
Desa Jene Madinging. 
b) Kondisi geografis 
Geografis Kecamatan Pattallassang berada di Kabupaten Gowa 
Provinsi Sulawesi Selatan.Adapun batasan bagian wilayah adalah sebagai 
berikut: 
 Bagian Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros 
 Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Parang Loe 
 Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu  
 Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Somba Opu 
Sebagian besar topogarfi wilayah desa merupakan daerah dataran 
rendah dengan ketinggian rata-rata ± 500 Meter di atas permukaan air laut, 
namun ada satu desa yang didominasi oleh daerah lereng bukit yaitu Desa 
Timbuseng yang sebagian besar penduduknya tersebar diatas bukit Bollangi. 
Kondisi wilayah  Kecamatan Pattallassang dilihat dari kultur  tanah  
secara  umum  adalah  terdiri  atas  dataran rendah  dan lereng/berbukit, 
yang  berada  pada  ketinggian  ± 350 – 500 M  dari  permukaan  air  laut  
suhu  udara  di  perkirakan  antara  20°C - 35°C,  curah  hujan antara  1112 – 
3500 mm/th . 
Wilayah administrasi Kecamatan Pattallassang terbentuk sesuai 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gowa. Kecamatan 
Pattallassang dengan luas wilayah ± 84,96 KM² sampai pada Tahun 2012 
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terdiri dari 8 Desa yang semuanya merupakan klasifikasi perdesaan, 36 
Dusun, 82 RW dan 158 RT yang ada di lingkungan Kecamatan 
Pattallassang. 
Adapun data geografisnya dapat digambarkan pada Tabel 1.3 
sebagai berikut : 
Data Geografi 
Kecamatan Pattallassang 
Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 
Tabel 1.3 
NO URAIAN KET 
1 Batas Wilayah 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan  
 Sebelah Timur berbatasan dengan  
 Sebelah Utara berbatasan dengan  
 Sebelah Barat berbatasan dengan  
Kec. Bontomarannu 
Kec. Parang Loe 
Kota Makassar & Kab. Maros 
Kec. Somba Opu 
 
2  Luas Wilayah ± 84,96 KM² 
3 Jumlah Dusun RT/RW 
 Dusun 
 RT 
 RW 
276 
36 
82 
158 
5 Jarak Desa Pattallassang  ke Kecamatan 0 km 
6 Jarak Dari Kecamatan ke Kabupaten 18 km 
7 Jarak Dari Kecamatan ke Provinsi 25 km 
Sumber : Data Koordinator Statistik Kecamatan Pattallassang Tahun 2012 
 
         Data Batas Wilayah Desa Menurut Desa 
      Kecamatan Pattallassang 
       Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 
   Tabel 1.4 
 
No Lokasi Desa Batas Wilayah 
Sebelah Utara Sebelah Timur 
1 Timbuseng Desa Pattallassang & 
Desa Pallantikang 
Kec. Parang Loe & 
Kec. Bontomarannu 
2 Pattallassang Desa Paccelekang & 
Desa Panaikang 
Desa Pallantikang 
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3 Sunggumanai Desa Paccelekang Desa Pattallassang 
4 Pallantikang Desa Paccelekang Kec. Parang Loe 
5 Paccelekang Kabupaten Maros Desa Panaikang 
6 Borong Palala Desa Pattallassang Desa Timbuseng & 
Desa Pattallassang 
7 Panaikang Desa Paccelekang Kec. Parang Loe 
8 Jene’ Madinging Kabupaten Maros Desa Paccelekang 
Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Pattallassang  
 
Data Batas Wilayah Desa Menurut Desa 
Kecamatan Pattallassang 
Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 
Tabel 1.5 
 
No Lokasi Desa Batas Wilayah 
Sebelah Selatan Sebelah Barat 
1 Timbuseng Kec. Bontomarannu Desa Borong Palala 
2 Pattallassang Desa Timbuseng Desa Sunggumanai 
3 Sunggumanai Kec. Bontomarannu Kec. Somba Opu 
4 Pallantikang Kec. Bontomarannu Desa Pattallassang 
5 Paccelekang Desa Sunggumanai Desa Jene madinging 
6 Borong Palala Desa Timbuseng & 
Desa Bontomanai 
Kec. Somba Opu 
7 Panaikang Desa Pallantikang Desa Paccelekang 
8 Jene’ Madinging Desa Sunggumanai Kota Makassar 
Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Pattallassang  
 
c) Kondisi Penduduk dan Mata Pencaharian 
Jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Gowa, maka penduduk Kecamatan Pattallassang Tahun 2012 sebanyak ± 
22.513 Jiwa. Desa Timbuseng tebanyak jumlah penduduknya yaitu sekitar ± 
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4.557 Jiwa (20.62%), disusul oleh Desa Pattallassang yaitu sekitar ± 3.209 
jiwa dan Desa Borong Palala terkecil jumlah penduduknya yaitu ± 1.574 
jiwa (7.12%). 
Sumber penghasilan utama penduduk adalah sector pertanian 
dengan tingkat persentase keluarga pertanian yang sangat tinggi, yaitu diatas 
90% dari tiap-tiap desa yang ada di Kecamatan Pattallassang. Demikian 
pula dengan keluarga yang anggotanya menjadi buruh tani jumlahnya rata-
rata 50% per Desa dari jumlah keluarga yang ada. 
Buruh tani yang terbanyak yaitu buruh panen padi kemudian ada 
beberapa anggota keluarga yang bekerja sebagai buruh tanam padi yang 
lokasi kerjanya sebagian besar di dalam wilayah Kecamatan Pattallassang 
dan banyak juga yang bekerja sebagai buruh bangunan. 
Komoditi utama hasil pertanian Kecamatan Pattallassang adalah 
tanaman padi sawah yang berdampak pada penyebaran usaha industri 
penggilingan padi di tiap desa. Lahan padi sawah yang terletak di 
Kecamatan Pattallassang sebagian merupakan wilayah langganan banjir di 
musim hujan, khususnya di Desa Borong Palala, Sunggumanai, dan Jene 
Madinging. Karena Desa itu merupakan daerah aliran sungai. Puluhan 
hektar sawah terendam banjir tiap tahunnya dan mengakibatkan petani 
menanam ulang bahkan ada yang sampai gagal panen. Dapat dilihat dengan 
gambar tabel 1.6 berikut ini : 
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Data Jumlah Penduduk 
Kecamatan Pattallassang 
Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Tahun 2013 
Tabel 1.6 
No Desa 
Jenis Kelamin Rasio 
Jenis 
Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Timbuseng 2389 2290 4679 107 
2 Pattallassang  1670 1698 3368 97 
3 Sunggumanai 939 987 1927 94 
4 Pallantikang 1643 1689 3332 98 
5 Paccelekang 1515 1569 3084 96 
6 Borong Palala 797 802 1599 97 
7 Panaikang 1058 1120 2178 94 
8 Jene Madingin 1158 1189 2347 101 
2012 
Jumlah 
 2011 
11.169 
 
10.986 
11.344 
 
11.114 
22.513 
 
22.101 
99 
 
99 
Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Pattallassang  
d) Pendidikan dan Kesehatan 
Pendidikan dan Kesehatan mendapatkan prioritas utama yang 
dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Hal ini terbukti dengan 
diberlakukannya Pendidikan Gratis sejak Tahun 2008 dan Kesehatan Gratis 
sejak Tahun 2009 sampai sekarang. 
Sarana pendidikan (Prasekolah/Sekolah) yang ada di Kecamatan 
Pattallassang terdiri dari TK/TPA, SD, SMP, SMA,SMK, Madrasah 
Ibtidaiyah, Tsanawiyah sampai dengan tingkat Aliyah bahkan telah berdiri 
Yayasan Perguruan Tinggi yang terletak di Desa Pattallassang. 
Sarana Kesehatan yaitu Puskesmas Tahun 2012 telah bertambah 
satu unit sehingga Puskesmas menjadi dua unit disebabkan adanya 
peningkatan fungsi fasilitas kesehatan dari Pustu menjadi Puskesmas di 
Desa Paccelekang. 
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Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) di masing-masing dusun 
seluruhnya aktif dalam melaksanakan kegiatan meskipun bangunannya tidak 
ada yang bersifat khusus atau permanen.Selain itu terdapat pula masing-
masing unit Puskesmas pembantu yang terletak di Desa Timbuseng, Desa 
Paccelekang dan Desa Panaikang kemudian Pokesdes di Desa Jene 
madinging. 
Data Jumlah Sarana Pendidikan 
di Kecamatan Pattallassang Tahun 2012 
Tabel 1.7 
No Sarana Pendidikan Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
TK 
SD 
MI 
SMP 
MTs 
SMA/SMK 
4 
10 
1 
3 
1 
3 
Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Pattallassang 
e) Ekonomi 
Dalam sumber penghasilan utama penduduk Kecamatan 
Pattallassang adalah hasil pertanian, namun kios sarana produksi milik KUD 
tidak ada tetapi non KUD tersebar di tiap desa. 
Dengan berdirinya beberapa perusahaan industri besar setelah 
adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Gowa untuk pemindahan Ibukota 
yang baru di Kecamatan Pattallassang, kemudian adanya lapangan golf yang 
bertaraf internasional (terbesar di Asia) tentunya pula sangat berpengaruh 
pada pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya Kecamatan 
Pattallassang terlebih di Desa Pattallassang. Dapat digambarkan tahap 
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Kesejahteraan masyarakat kecamatan Pattallassang dengan tabel 1.7 sebagai 
berikut: 
           Data Kesejahteraan Masyarakat Tiap Desa 
Kecamatan Pattallassang Tahun 2012 
Tabel 1.8 
No Desa Pra 
Sejahtera 
Keluarga Sejahtera Jumlah 
Tahap 
I 
Tahap 
II 
Tahap 
III 
1 Timbuseng 302 412 392 186 1213 
2 Pattallassang 203 443 289 34 897 
3 Sunggumanai 103 104 200 125 496 
4 Pallantikang 192 279 320 127 873 
5 Paccellekang 184 154 256 85 654 
6 Borong Palala 167 176 128 19 434 
7 Panaikang 200 231 178 8 567 
8 Jene madinging 62 226 196 111 595 
                          2012 
Jumlah 
                          2011 
1.413 
 
1.150 
2.025 
 
1.936 
1.956 
 
1.952 
665 
 
661 
6.056 
 
5.729 
Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Pattallassang Tahun 2012 
Data Angkatan Kerja Masyarakat Kec. Pattallassang 
Desa Pattallassang Tahun 2012 
Tabel 1.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Statistik Desa Pattallassang 
 
No Pekerjaan Jumlah 
1 Pedagang 225 
2 Buruh 671 
3 Petani 929 
4 PNS 128 
5 TNI/POLRI 115 
6 Peternak 189 
7 Pengangguran 590 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Secara umum, pemerintah yang menempatkan konteks kebijakan 
dalam pemberian makna atas arti terhadapnya pada hakikat menjadikan 
pemerintah sebagai suatu konsep menjadi sesuatu yang aktual, sesuatu yang 
tidak sekadar menjadi pemikiran akan tetapi menjadi sesuatu yang dapat 
benar-benar di aplikasikan, diterapkan dan menjadikan sebuah kebijakan 
menjadi aktual dalam kehidupan pemerintahan dalam negara. Dan ketika 
aktualisasi pemerintah nampak dalam kebijakan yang dirumuskan, dan 
untuk kemudian di implementasikan maka rakyat didalam berbagai status 
sebagai pihak yang diperintah tidak saja menjadi kelompok sasaran dari 
kehendak yang ingin diwujudkan akan tetapi sekaligus menjadi pelaku dari 
kehendak pemerintah dan kebijakan secara filosofis diletakkan dalam 
tuntutan pemerintah demokrasi.
24
 
Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan 
dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi 
merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses 
kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan 
dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya 
memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang 
abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. 
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 Faried Ali dan Syamsu Alam.Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung. PT Refika 
Aditama.2012 h. 3 
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Pada Bab ini akan diuraikan hasil penelitian selama melakukan 
penelitian di Kecamatan Pattallassang Desa Pattallassang Kabupaten Gowa 
Provinsi Sulawesi Selatan. Bab ini membahas tentang Implementasi 
Kebijakan Perda No 15 Tahun 2012 RTRW Pemindahan Ibukota Kabupaten 
Gowa Ke Kecamatan Pattallassang. 
A. Pokok Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten 
Gowa ke Kecamatan Pattallassang. 
Landasan yang digunakan pemerintah daerah Kabupaten Gowa 
dalam membuat produk hukum daerah adalah Undang-Undang No 34 
Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No 53 Tahun 2011 Tentang Produk Hukum Daerah, PP Nomor 26 Tahun 
2008 tentang RTRWN telah menetapkan Metropolitan Mamminasata 
sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Dalam hal ini, Kecamatan Bajeng, Barombong, Bontomarannu, 
Bontonompo, Bontonompo Selatan, Manuju, Pattallassang, Pallangga, 
Parangloe, dan Somba Opu yang termasuk dalam kawasan Metropolitan 
Mamminasata di Kabupaten Gowa berperan penting dalam pengembangan 
PKN di Provinsi Sulawesi Selatan, Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang 
RTRW Provinsi Sulsel tidak mengarahkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di 
Kabupaten Gowa. Sehingga hal ini pemerintah daerah Kabupaten Gowa 
menetapkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang RTRW di wilayah 
Kabupaten Gowa itu sendiri. 
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Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten 
Gowa yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang 
terkemuka, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju 
di bidang pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan wisata melalui inovasi, 
peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan 
mendukung fungsi KSN Perkotaan Mamminasata.
25
 
Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Daerah pemerintah Kabupaten 
Gowa tentang RTRW mengupayakan implementasi kebijakan ini terhadap 
pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan yakni pemindahan 
pembangunan Ibukota yang baru di Kecamatan Pattallassang untuk 
menggantikan kedudukan Ibukota yang lama sebagai sektor pariwisata 
sejarah cagar budaya di Sungguminasa Kecamatan Somba Opu ke depannya 
sesuai dengan penerapannya. 
Rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah 
daerah kabupaten Gowa disebabkan bahwa wilayah Kabupaten Gowa 
merupakan kawasan yang termasuk wilayah Bypass dari rencana program 
pemerintah pusat mengenai wilayah Mamminasata (Makassar, Maros, 
Sungguminasa dan Takalar). Sehingga pemerintah daerah berupaya menata 
tata ruang menjadi baik dan mampu menjaga kawasan wilayah 
perbatasan.Hal dikarenakan perkembangan Kota Makassar saat ini 
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 Data profil muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa. 2012 h. 1 
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berkembang pesat sehingga pemerintah daerah berupaya agar Kota 
Makassar tidak memperluas wilayahnya di Kabupaten Gowa.
26
 
Pada umumnya salah satu variabel penting dalam dalam 
keberhasilan suatu kebijakan adalah pada proses implementasi. Ini 
merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program yang 
sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategis 
tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu kebijakan publik 
dapat berbentuk program dan dapat berbentuk suatu ketetapan atau 
kebijakan yang berupa produk hukum atau undang-undang dan termasuk 
juga Peraturan Daerah. Menurut Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang 
otonomi daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan 
Daerah merupakan aturan penjelas dan penjabaran lebih dari undang-undang 
yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah 
dan berlaku setelah diundangkan dalam lebaran daerah. 
Dalam ilmu kebijakan publik Edward III tahapan penting dalam 
siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering 
dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh 
legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang 
berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi 
menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa 
jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain 
                                                          
26
 Koran Sindo online diakses pada tanggal 27 Mei 2014, pukul 13.15 WIT 
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implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara 
maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.
27
 
Dalam lingkup wilayah pemerintah daerah Kabupaten Gowa telah 
mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa terkhusus pada pemindahan 
Ibukota yang baru di Kecamatan Pattallassang.Karena Peraturan Daerah 
tersebut telah di tetapkan dan disahkan dan diberlakukan pada bulan Juli 
2012, maka kebijakan tersebut harus diterapkan untuk mencapai beberapa 
tujuan utama Peraturan Daerah tersebut dibuat. 
Penulis menggunakan teori Edward III dalam melihat Implementasi 
kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa ini. Edward III menjelaskan 
bahwa ada empat variabel yang menjadi indikator keberhasilan 
pengimplementasian suatu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, 
struktur birokrasi dan disposisi. 
Dalam tahapan implementasi ini, peneliti hanya mengadopsi dua 
variabel bebas  dari teori implementasi Edward yang relevan dengan kondisi 
permasalahan yang ditemukan di lapangan tepatnya di Desa Pattallassang 
Kecamatan Pattallassang yaitu komunikasi dan sumber daya. Kemudian 
Disposisi dan Struktur Birokrasi peneliti hanya mampu menjelaskan secara 
defenisi. 
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 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Keimplementasi 
Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Penerbit PT Bumi Aksara, 1997, h. 75 
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a) Komunikasi 
Komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan proses 
penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, 
komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi 
kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana 
kebijakan (policy implementors). 
Dalam sebuah kedudukan komunikasi yang terpenting adalah 
sebuah akses informasi, dalam rangka untuk mengakses informasi. 
Pemerintahan Daerah wajib menyebarluaskan rancangan atau peraturan 
perundang-undangan tingkat daerah. 
Penyebarluasan sebuah kebijakan publik bagi Peraturan Daerah dan 
Peraturan perundang-undangan dibawahnya ditetapkan sesuai dengan 
perintah Pasal 94 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: 
Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan 
bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. 
Penyebarluasan disini dimaksudkan agar khalayak ramai 
mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah yang 
bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di 
dalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan biasa saja melalui media 
elektronik, atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan serta 
media komunikasi langsung. Jadi suatu produk hukum daerah berupa 
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Peraturan Daerah seharusnya diketahui dan dipahami oleh seluruh 
komponen yang terkait didalamnya. 
Sebuah sosialisasi kebijakan ini Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gowa secara langsung memandatkan kepada Kecamatan Pattallassang 
sebagai obyek wilayah pemindahan Ibukota Kabupaten yang baru yang 
terpenting adalah masyarakat yang bermukim di Kecamatan tersebut.  
Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Sekcam 
Kecamatan Pattallassang, beliau mengatakan: 
“penyebarluasan sosialisasi ini awalnya dari pemerintah 
daerah Kabupaten Gowa dan disampaikan pula kepada masing-
masing Kecamatan dan paling khusus adalah Kecamatan 
Pattallassang itu sendiri. Pihak pemerintah Kecamatan sudah 
menyampaikan sosialisasi ini ke masing-masing perangkat desa 
dalam rapat Kecamatan yang diadakan setiap bulannya.
28
 
 
Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pihak pemerintah 
daerah Kabupaten Gowa telah menyampaikan kebijakan peraturan ini 
terkhusus Kecamatan Pattallassang yang sebagai obyek lokasi pemindahan 
Ibukota yang baru bagi Kabupaten Gowa. Pihak dari Kecamatan telah 
menyampaikan informasi ini secara baik melalui rapat yang 
diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan yang dihadiri tiap-tiap kepala 
Desa yang ada di Kecamatan Pattallassang itu sendiri sehingga 
penyebarluasan kebijakan pemerintah daerah dapat tersalurkan oleh 
masyarakat melalui peran kepala Desa tersebut.  
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 Wawancara dengan Sardy Yoelfa, S.STP, M.Si, Sekcam Kecamatan Pattallassang. 
Tanggal 29 April 2014 Pukul 11.30 WIT 
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Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi 
tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok 
sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.  
Sebagaimana pula hasil wawancara Kepala Desa Pattallassang, 
beliau mengatakan: 
“kami sudah melaksanakan tanggung jawab kami dalam 
menyampaikan informasi kebijakan ini baik dalam kegiatan 
Musrenbang, maupun acara kegiatan yang ada di Desa 
Pattallassang bahkan secara langsung kepada masyarakat itu 
sendiri.
29
 
 
Demikian juga yang dikemukakan oleh Ketua BPD Desa 
Pattallassang, beliau mengatakan: 
“Pemerintah Desa sudah menyampaikan informasi kebijakan 
ini kepada kami di dalam kegiatan Musrenbang yang di hadiri 
oleh Kepala dusun dan tokoh-tokoh masyarakat Desa 
Pattallassang,
30
 
 
 
Hal senada juga dikemukakan oleh Tokoh Masyarakat Desa Pattallassang : 
 
“Pemerintah Kecamatan dan desa sudah menyampaikan 
sosialisasi ini kepada kami, tentunya kami mendukung 
sosialisasi kebijakan ini.
31
 
 
Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan 
pemindahan ibukota yang baru Kabupaten Gowa di Kecamatan tentunya hal 
tersebut tidak dapat dilepaskan dengan adanya sebuah upaya-upaya 
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sosialisasi yang dilakukan agar kejelasan informasi ini tepat, karena tanpa 
adanya sosialisasi, maka kendati terdapat minat masyarakat dalam 
berpartisipasi akan tetap menyurutkan hal tersebut. 
Dengan adanya sosialisasi yang baik, maka informasi yang 
didapatkan dari sosialisasi akan dapat menjadi pemicu terhadap timbulnya 
partisipasi. Namun ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh 
pemerintah Kecamatan dan desa. Penyampaian informasi mengenai 
sosialisasi kebijakan pemindahan ibukota kabupaten yang baru masih minim 
masyarakat mengetahuinya. Hal ini tentunya saja dapat mengurangi nilai 
sebuah sosialisasi dalam mengimplementasikan kebijakan yang 
disampaikan oleh pemerintah Kecamatan dan Desa. 
Sebagaimana hasil wawancara seorang warga masyarakat Desa 
Pattallassang, beliau mengatakan: 
“sosialisasi kebijakan pemindahan Ibukota yang baru baik 
kepala dusun, belum pernah disampaikan kepada saya dan 
warga masyarakat disini.
32
 
 
Hal senada juga dikemukakan oleh seorang warga masyarakat 
Desa Pattallassang, beliau mengatakan : 
“Pihak pemerintah Kecamatan, desa dan kepala dusun belum 
pernah menyampaikan sosialisasi kebijakan ini kepada kami. 
Mereka semuanya banyak bohongnya, kalau pernah 
informasikan kepada kami tentang hal yang begitu.
33
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Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penyebarluasan 
sosialisasi kebijakan ini oleh perangkat Desa Pattallassang masih belum 
optimal untuk menjangkau seluruh elemen-elemen masyarakat yang ada di 
Desa Pattallassang. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah pemukiman 
masyarakat yang sangat jauh dari jangkauan sosialisasi pemerintah Desa 
Pattallassang. Sehingga penyampaian sosialisasi ini tidak tersampaikan 
dengan baik 
b) Sumber Daya 
Pada umumnya sumber daya memiliki peranan penting dalam 
implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-
ketentuan dan aturan- aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian 
ketentuan-ketentuan atau aturan aturan tersebut, jika para pelaksana 
kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang 
mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara 
efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
34
 
Daerah otonom Kabupaten Gowa tentunya mempunyai sumber 
daya. Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat termasuk 
dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum 
daerah Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat 
digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber 
daya ini mencakup sumber daya manusia dan anggaran yang ada 
dilapangan. 
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Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan 
dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas 
sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, 
profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan 
dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi 
seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh 
terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang 
kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan 
lambat. 
Sumber daya manusia berkaitan dengan staf atau aparat pelaksana 
pemerintah daerah Kabupaten Gowa dan Kecamatan Pattallassang perlu 
adanya penambahan staf implementor kebijakan. Ketersedian jumlah staf 
yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan. Kegagalan yang sering 
terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena 
staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. 
Sebagaimana hasil wawancara selaku Tokoh dan anggota Kader 
dari Fraksi Golkar Kabupaten Gowa, beliau mengatakan: 
“sumber daya manusia di pemerintahan daerah maupun 
Kecamatan sudah cukup, namun secara baik dalam membuat 
kebijakan dan implementasikannya ini perlu ada tambahan 
sumber daya yang baru dan lebih berkompeten dan profisional 
dengan bidang yang dikuasainya. Sehingga aparat pelaksana 
mampu meningkatkan kinerja pemerintahan daerah Kabupaten 
Gowa ke depannya.
35
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Dari penjelasan hasil kutipan tersebut, menjelaskan dari segi 
kualitas bahwa sumber daya manusia di pemerintahan daerah Kabupaten 
Gowa sudah sangat mencukupi. Namun dengan adanya beberapa program-
program kebijakan pemerintah daerah ini harus ada penambahan sumber 
daya agar supaya aparat pelaksana sangat mencukupi dan mampu 
memberikan dedikasi dan professional dalam kinerja yang tinggi untuk 
mencapai tujuan kebijakan terhadap sasaran. 
Dari segi kuantitas masyarakat Desa Pattallassang sumber daya 
manusia masih dibawah rata-rata. Ini dikarenakan bahwa kondisi 
masyarakat yang kebanyakan berprofesi petani dan dominan miskin yang 
termasuk masyarakat menengah ke bawah. Sehingga butuh sentuhan 
perhatian pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Sebagaimana hasil 
wawancara Sekcam Kecamatan Pattallassang, beliau mengemukakan 
bahwa: 
“sumber daya manusia di Kecamatan Pattallassang memang 
masih minim dan dibawah rata-rata dibandingkan dengan 
kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa. Kecamatan kita 
masih baru berkembang tentunya kondisi masyarakat kita masih 
banyak yang kurang berpendidikan, dibawah kemiskinan dan 
keterampilan mereka juga sangat rendah.
36
 
 
Hal senada yang dikemukakan Kepala Desa Pattallassang, beliau 
mengemukakan bahwa: 
“sumber daya manusia di Desa Pattallassang ini dek, masih 
kurang. Ini disebabkan bahwa dominan kondisi kemampuan 
masyarakat disini berekonomi (miskin) dan berpendidikan 
rendah .Sebelum adanya pemindahan ibukota ini pemerintah 
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daerah harus memberikan sentuhan perhatian bagi masyarakat 
kita yang ada disini.
37
 
 
Dari penjelasan hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa 
kemampuan sumber daya manusia di Desa Pattallassang sangat rendah. 
Dengan kondisi ini, perlunya ada sentuhan pemerintah daerah Kabupaten 
Gowa untuk mengatasi permasalahan ini. Sebelum program pemindahan 
pembangunan ini akan terlaksana. Hal itu bisa saja jadi rendahnya 
partisipasi masyarakat.  Dengan perhatian yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah akan mampu terlaksana dengan baik dan terwujud pemindahan 
pembangunan ibukota yang baru sesuai waktu yang telah ditentukan dan 
memberikan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat sebagai obyek 
dari pemindahan pembangunan ibukota yang baru ini. 
Dalam implementasi kebijakan, tentunya anggaran berkaitan 
dengan kecukupan modal atas suatu program atau kebijakan untuk 
menjamin terlaksananya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, 
sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan 
berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. 
Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2012 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemindahan pembangunan 
Ibukota  yang baru Kabupaten Gowa tidak ada anggaran khusus yang 
dianggarkan dalam APBD Kabupaten Gowa. Sebagaimana yag 
diungkapkan oleh Sekcam Pattallassang, beliau mengatakan bahwa: 
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“anggaran pemerintah daerah untuk pemindahan pembangunan 
infrakstruktur belum ada untuk dilaksanakan di wilayah kita 
dek. Karena dalam anggaran APBD daerah Kabupaten Gowa 
tidak masuk dalam program kebijakan ini. Tetapi jangka 
tahapan ini sangat panjang dan butuh proses yang tepat.
38
 
 
Dari ungkapan diatas tersebut, menjelaskan bahwa anggaran dari 
program kebijakan ini belum ada dan belum pasti anggaran dari mana. 
Karena Anggaran APBD daerah Kabupaten Gowa untuk program kebijakan 
ini tidak termasuk dalam anggaran APBD. Tentunya program ini memiliki 
masa pembangunan jangka panjang yang bertahap sesuai anggaran yang 
yang nantinya ada. 
Perkembangan program pembangunan pemindahan Ibukota 
Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang sangatlah panjang.Apa lagi 
kedepannya jabatan Bupati Gowa H. Ichsan Yasin Limpo akan berakhir, 
tentunya program ini butuh proses dengan Bupati Gowa yang baru lagi.  
c) Disposisi 
Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu 
faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan 
yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap 
positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka 
terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana 
sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana 
bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena 
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konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi 
kendala yang serius.
39
 
Namun dalam hal ini, peneliti masih sulit untuk 
mengindentifikasikan variabel disposisi dalam implementasi kebijakan. 
Disebabkan bahwa para pelaksana masih sulit ditemukan dan kejelasan 
pemindahan pembangunan masih dalam program implementasi. Tentunya 
hal ini masih melihat pemerintah ke depannya. Dengan tidak lama lagi 
menjelang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa tahun depan, akan 
berpengaruh para pelaksana sesuai keputusan awal yang telah disepakati. 
Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat 
mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan 
ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan 
pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan 
keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik 
demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna 
memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung 
dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. 
d) Struktur Birokrasi 
Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan 
dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, 
dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan 
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eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan 
apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. 
Sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah 
dibentuk tentunya para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang 
seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu 
kebijakan, kemungkinan kebijakan yang telah disepakati tersebut tidak dapat 
terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur 
birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama 
banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang 
tersedia, maka hal ini akan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif 
dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah 
kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara 
politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 
Berdasarkan hal tersebut, maka memahami struktur birokrasi 
merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan 
publik. Melalui Standard operational procedure (SOP) merupakan 
perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya 
serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan 
luas.
40
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B. Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Pemindahan Ibukota 
Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang. 
Dalam pemindahan pembangunan Ibukota yang baru yang 
dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Gowa merupakan salah satunya 
media perubahan terhadap masyarakat dan lingkungan dengan maksud 
menjadikan lebih baik dari sebelumnya selain dari elemen-elemen yang 
ingin di capai dari kebijakan tersebut. Salah satu faktor yang penting untuk 
menilai apakah program-program pemindahan pembangunan ibukota yang 
baru yang akan dilaksanakan cukup berhasil atau bahkan gagal, akan 
ditunjukkan oleh bagaimana tanggapan/respon masyarakat yang menjadi 
target atau sasaran dari program pemindahan pembangunan tersebut. 
Sikap masyarakat terhadap peraturan daerah tentang pemindahan 
Ibukota yang baru mulai telah dirasakan sejak perda terbentuk, keterlibatan 
masyarakat dalam merespon kebijakan pemindahan Ibukota yang baru ke 
Kecamatan Pattallassang oleh pemerintah Kabupaten Gowa menunjukkan 
bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini masih rendah. 
Sebagaimana hasil wawancara masyarakat yang bermukim di 
Sungguminasa, beliau mengatakan bahwa: 
“saya kurang setuju dek, kalau ada kebijakan itu, karena 
pemerintah Gowa belum tepati janji untuk mengurus dan 
memperbaiki tata kelola pasar (Sungguminasa) ini.
41
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Demikian juga yang dikemukakan oleh seorang masyarakat 
Sungguminasa, beliau mengatakan 
“saya kurang setuju, dengan adanya program kebijakan ini. 
Pemerintah seharusnya menyelesaikan program tugas yang 
belum selesai. Tata kelola pasar(Sungguminasa) belum 
dibenahi.
42
 
Respon masyarakat yang bermukim di Sungguminasa Kecamatan 
Somba Opu terhadap kebijakan pemindahan ibukota yang baru masih 
rendah dan kurang setuju oleh masyarakat Sungguminasa Kecamatan 
Somba Opu. Ini dikarenakan pemerintah daerah tidak memenuhi tuntutan 
masyarakat dalam tata kelola pasar Sungguminasa yang selama ini menjadi 
tumpuhan mata pencaharian masyarakat Sungguminasa yang sebagian 
merupakan masyarakat pedagangan.Selain dengan tata kelola pasar masalah 
yang lain adalah lahan parkir di pasar Sungguminasa yang kurang tepat 
dijadikan di pinggir jalan raya, sehingga hal ini sering kali menimbulkan 
kemacetan. 
Namun disisi lainnya, ada tanggapan yang positif dari beberapa 
masyarakat Sungguminasa mengenai kebijakan pemerintah dalam 
pemindahan Ibukota yang baru. Kebijakan ini memberikan harapan baru dan 
memberikan kesejahteraan lagi bagi masyarakat di kabupaten Gowa. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh masyarakat Sungguminasa, beliau 
mengatakan bahwa : 
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“saya setuju dek, karena kebijakan ini akan memberikan 
peluangharapan baru dan kesejahteraan masyarakat ke 
depannya.
43
 
Hal senada yang dikemukakan oleh seorang warga Sungguminasa, 
beliau mengatakan bahwa: 
“Saya setuju-setuju saja dek, jika kebijakan peraturan daerah 
memberikan kebaikan buat masyarakat.
44
 
Dari penjelasan hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa 
kebijakan yang diprogramkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa 
memberikan harapan baru bagi masyarakat. Kebijakan yang dibuat 
dipandang oleh masyarakat mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang 
merata bagi masyarakat di Kabupaten Gowa. Sehingga tanpa disadari bahwa 
masyarakat memiliki nilai yang bisa mengukur bagaimana positifnya 
kebijakan ini. 
Pada awalnya, wilayah Kecamatan Pattallassang merupakan 
wilayah kondisi yang bersifat tradisional, masyarakat masih kental dengan 
adat dan budaya yang diyakininya.Jika dipandang pada struktur teori 
pembangunan Rostow. Perkembangan wilayah Kecamatan Pattallassang 
yang pada awalnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat siap tinggal 
landas (Take off), hal ini dikarenakan bahwa perkembangan pembangunan 
sekitarnya yang semakin pesat dengan upaya-upaya pemerintah dengan 
menata wilayah semakin baik. Sehingga perkembangan itu tersebut 
menyentuh pada kawasan wilayah daerah Kecamatan Pattallassang. 
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Perkembangan pembangunan yang sedang dilakukan mendorong 
partisipasi masyarakat Desa Pattallassangadalah suatu hal yang sangat 
penting dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Karena sesungguhnya 
bahwa masyarakat Desa Pattallassang adalah subjek dan objek dari 
pemindahan pembangunan Ibukota yang baru, tentunyapartisipasi 
masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan yang ada di desa harus mampu mewujudkan peran aktif 
masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut bertanggung 
jawab terhadap pembangunan. Partisipasi pada intinya adalah agar 
masyarakat ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna 
meningkatkan kondisi kesejahteraan. 
Namun, respon dan tingkat partisipasi masyarakat yang ada di Desa 
Pattallassang tidak sesuai harapan. Dalam pemindahan pembangunan 
ibukota yang baru nantinya, tentunya adanya lokasi lahan yang luas untuk 
proyek pembangunan ini. Lahan yang dibutuhkan adalah rata-rata milik 
warga masyarakat di Desa Pattallassang dan sekitarnya.Kebanyakan lahan 
adalah persawahan dan kebun bagian dari kehidupan mata pencaharian 
mereka sebagai petani.Tentunya masyarakat enggan berpartisipasi dengan 
membebaskan lahan maupun tanah mereka yang sudah masuk di area 
pemindahan pembangunan yang baru. Sebagaimana wawancara seorang 
masyarakat Desa Pattallassang, beliau mengatakan bahwa: 
“…inakke kurang setuju, punna nia pemindahan ibukota berua, 
alassanna tena ku ngai kusa’ring. punna tampa’ku erok ki ri 
jadikan ilalang lokasi pembangunan anne. Tena erok 
77 
 
kubalukkangi. Nasaba anjo ji satu-satu na tampa’ku battu ri 
manggengku, nekke teaja kusareangngi tampa’ku 
ripamarentayya, manna punna ri bayara nekke teaja.
45
 
Terjemahan : 
“saya sendiri kurang setuju, apabila ada pemindahan Ibukota 
baru, alasannya tidak ku suka sekali, jika tanahku mau 
dijadikan dalam lokasi pembangunan ini. Tidak mau ku jualkan, 
Sebab itu satu-satunya tanahku dari orang tua ku. Saya tidak 
kasihkan ki tanahku di pemerintah, biarpun juga dibayar, saya 
tetap tidak mau. 
Hal senada yang dikemukakan oleh seorang warga Desa 
Pattallassang, beliau mengatakan bahwa: 
“saya kurang setuju, kalau pemindahan pembangunan ibukota 
yang baru di kecamatan Pattallassang, karena nantinya dengan 
budaya kota bisa merusak budaya kita. Saya belum mau jual 
tanah ku,mungkin saja nanti tanah saya dibeli murah oleh 
pemerintah daerah. Lebih baik saya tidak mau menjualnya.
46
 
 
Hal yang sama pula yang dikemukakam oleh seorang warga Desa 
Pattallassang, beliau mengatakan bahwa: 
“…saya kurang setuju, jika adanya kebijakan pemindahan 
Ibukota di sini. Karena lebih baik kecamatan Pattallassang 
begini-begini saja. 
 
Dari penjelasan hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa 
pemindahan pembangunan tidak selamanya memberikan peluang yang 
begitu besar bagi masyarakat. Respon masyarakat banyak menggambarkan 
kondisi lingkungan pembangunan kota yang begitu tidak baik, apalagi 
dengan budaya-budaya yang berkembang saat ini yang mampu 
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 Wawancara dengan Ratiman Dg. Ngeppe warga Desa Pattallassang. Tanggal 01 Mei 
2014, pukul 10.05 WIT 
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 Wawancara dengan Saharuddin Dg. Sija warga Desa Pattallassang. Tanggal 05 Mei 
2014, pukul 15.15 WIT 
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mempengaruhi budaya adat dari masyarakat yang bermukim di Desa 
Pattallassang. Dibangun di atas tanah milik masyarakat tentunya adanya 
pembebasan lahan yang harus ada pengganti materiil lumayan besar bagi 
tanah masyarakat. Tetapi pengganti materiil kadang tidak digubris oleh 
masyarakat. Tanah/ lahan bagi masyarakat sangat berarti bagi mata 
pencaharian kehidupan masyarakat yang bermukim di Desa Pattallassang. 
Namun disisi lain ada pula masyarakat Desa Pattallassang yang 
menyetujui adanya kebijakan pemindahan Ibukota yang baru di Kecamatan 
Pattallassang. Sebagaimana hasil wawancara dari seorang masyarakat Desa 
Pattallassang, beliau mengatakan bahwa: 
“…saya setuju-setuju saja,, dengan adanya kebijakan ini. 
Karena bisa jadi mampu memberikan lapangan kerja yang luas 
bagi masyarakat disini.
47
 
 
Begitu pula hasil wawancara dari seorang pemuda masyarakat Desa 
Pattallassang, ia mengatakan: 
“….saya setuju saja, jika kebijakan pemindahan pembangunan 
ibukota baru memberikan kesejahteraan masyarakat kita disini. 
Karena tak selamanya pula kebijakan memberikan kerugian 
bagi masyarakat.
48
 
 
Dari hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa kebijakan 
pemerintah daerah memberikan pandangan positif, disebabkan bahwa 
dengan adanya pembagunan yang dilakukan oleh pemerintah mampu 
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48
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Tanggal 01 Mei 2014, pukul 20.00 WIT 
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membuka lapangan kerja kepada masyarakat yang bermukim di Kecamatan 
Pattallassang dengan perencanaan pembangunan ini. Disisi lain pula, 
dengan adanya kebijakan pembangunan ibukota yang baru di Kecamatan 
Pattallassang bisa saja mampu memberikan sedikit kesejahteraan 
masyarakat, karena tak selamanya pula nilai sebuah kebijakan itu 
memberikan dampak buruk kepada masyarakat kecuali pihak pemerintah 
yang kurang jelas dengan program kebijakan yang dibuatnya. 
Rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah 
merupakan rencana yang memberikan suatu pandangan positif dan 
negatif.Pembangunan yang menyangkut pengertian bahwa manusia adalah 
objek dan subjek pembangunan. Karena masyarakat Desa Pattallassang 
sebagai subjek dan objek pembangunan, maka harus diperhitungkan. Oleh 
karena itu, perlu adanya dorongan yang kuat untuk berpartisipasi aktif 
dalam pembangunan.  
Sebelum dalam tahap pelaksanaan pemindahan pembangunan, 
tentunya harus melihat secara kasat mata dari kondisi lingkungan sumber 
daya manusia yang menjadi subjek maupun objek pembangunan.Sumber 
daya manusia masyarakat Desa Pattallassang memang sangat minim. Hal ini 
merupakan suatu permasalahan yang sangat mendasar sebelum pelaksanan 
pembangunan dimulai. Masyarakat yang nantinya tidak mampu bersaing 
dengan perkembangan yang terjadi kedepannya akan mudah tersingkir. 
Tentunya ini kekhawatiran bagi masyarakat pemuda di Desa Pattallassang. 
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang pemuda masyarakat Desa 
Pattallassang, beliau mengatakan bahwa: 
“saya kurang setuju dengan adanya kebijakan ini, saya 
khawatir dengan pemindahan Ibukota yang baru, kekhawatiran 
saya adalah sumber daya masyarakat kita yang kebanyakan 
pendidikannya masih rendah, yang tidak mampu bersaing
49
. 
 
Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, ada beberapa 
kekhwatiran yang sebagian bagi pemuda Desa Pattallassang. Kekhawatiran 
itu adalah menyangkut pada sumber daya manusia terhadap perencanaan 
pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah. Ketika adanya 
pembangunan nantinya tentunya masyarakat akan bersaing dengan 
mobilisasi penduduk yang akan datang. Jika hal ini terjadi mungkin saja 
masyarakat yang asli dari Desa Pattallassang ini yang tidak mampu bersaing 
akan tersingkir sesuai perubahan perkembangan yang akan terjadi. 
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 Wawancara dengan Nurhasbi selaku Komunitas Pemuda Pattallassang. Tanggal 06 Mei 
2014, pukul 20.38 WIT 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada 
Bab III sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan 
permasalahan yang diteliti yaitu Respon masyarakat terhadap pemindahan 
Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang sesuai Peraturan 
Daerah No 15 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Gowa. Dari hasil 
pengamatan dilapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa 
implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke 
Kecamatan Pattallassang tepatnya di Desa Pattallassang sesuai Perda No 15 
Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Gowa belum optimal efektif dan 
banyak kendala dalam implementasinya seperti Disposisi dan Struktur 
Birokrasi yang pada tahapannya masih belum bisa di nilai sebelum 
pembangunan pemindahan di mulai.  
Indikator implementasi kebijakan sesuai penelitian ini, 
berkesimpulan bahwa implementasi kebijakan pemindahan Ibukota 
Kabupaten Gowa ini ke kecamatan Pattallassang tersebut belum efektif 
sesuai apa yang didapatkan dilapangan adalah sebagai berikut :  
a. Komunikasi, dalam penelitian yang didapat di lapangan belum 
maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 
Kecamatan Pattallassang dan perangkat Desa Pattallassang 
sehingga masyarakat di Desa Pattallassang kurang mengetahui 
informasi ini sebagai sasaran kebijakan.  
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b. Sumber daya, berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa 
sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan 
anggaran. Sumber daya manusia di Kecamatan Pattalassang 
sangat minim dan dibawah rata-rata sesuai pendidikan yang 
ditempuh sangat rendah, sedangkan anggaran belum ada dalam 
pembangunan proyek pemindahan Ibukota yang baru di 
Kecamatan Pattallassang ini.  
c. Disposisi, berdasarkan pengamatan belum mampu dinilai para 
pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau 
adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan. 
d. Struktur Birokrasi, berdasarkan pengamatan dibutuhkan proses 
Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi 
suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan 
ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan 
kebijakan. 
Respon masyarakat baik masyarakat Sungguminasa dan masyarakat 
Desa Pattallassang terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah 
daerah Kabupaten Gowa belu maksimal. Ini disebabkan karena masyarakat 
masih memiliki tuntutan yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah 
seperti tata kelola pasar Sungguminasa bagi masyarakat Sungguminasa 
sebagai pedagang . 
Masyarakat Desa Pattallassang rendah inisiatif untuk berpartisipasi 
dalam kebijakan pemerintah disebabkan bahwa pihak pemerintah tidak 
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seoptimal mungkin meyampaikan peraturan daerah sehingga tingkat respon 
masyarakat sedikit rendah. betapa berharganya mata pencaharian mereka 
yang selama ini mereka dapatkan. Lokasi pemindahan pembangunan 
tentunya membutuhkan luas tanah yang berhektar-hektar, tetapi masyarakat 
tidak enggan melepaskan lahan mereka sebagai lokasi pemindahan 
pembangunan ini. Kemudian itu pula bahwa, Desa Pattallassang dengan 
banyak keterbatasan kemampuan masyarakat melalui sumber daya manusia 
merupakan masalah dasar yang nantinya dengan pelaksanaan pembangunan 
ini belum mampu bersaing dengan mobilisasi penduduk dari luar yang 
datang ke Desa Pattallassang. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat 
direkomendasikan saran-saran sebagai berikut : 
 Pemerintah Kabupaten Gowa melalui instansi yang terkait dengan 
Perda tersebut harus meninjau lingkungan kondisi dilapangan 
sebelum pelaksanaan dalam menjalankan kebijakan isi Perda No 
15 Tahun 2012 Tentang RTRW pemindahan Ibukota Kabupaten 
Gowa ke Kecamatan Pattallassang. 
 Diharapkan kepada stakeholder untuk menegakkan aturan yang 
berlaku karena bagaimanapun aturan berupa Perda sebagai suatu 
produk hukum daerah yang telah ditetapkan harus dilaksanakan 
sesuai aturan yang mampu menberikan potensi kesejahteraan 
masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan nantinya. 
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 Diharapkan pula bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gowa dan 
Kecamatan Pattallassang berupaya memberikan upaya-upaya 
peningkatan sumber daya bagi masyarakat, agar memberikan 
pemberdayaan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas sesuai 
perkembangan yang ada. 
 Diharapkan pula ke depannya dengan kebijakan ini mampu 
berjalan dan mewujudkan kebijakan ini walaupun dengan kepala 
daerah yang baru ke depannya. 
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